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BAB IV
PENUTUP
4.1  	Kesimpulan
Berdasarkan penelitian mengenai Prosedur Penyusunan Ijin Usaha Industri (IUI) Pada Divisi Programing Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Prosedur Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Pada Divisi Programing Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, pada dasarnya suadah cukup baik karena Prosedur Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang ada;
2. Hambatan yang terjadi dalam Prosedur Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Pada Divisi Programing yaitu diantaranya proses mengurus izin yang perlu waktu lama, kepastian proses perizinan, pemohon izin, aparatur perizinan dan instansi terkait, sarana pendukung, benturan peraturan, mengurus izin mahal, dan percaloan dalam pengurusan izin; 
3. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dengan cara pembenahan birokrasi dan kelembagaan perizinan daerah, jaringan data secara online, penyediaan sarana dan prasarana, mengupayakan umpan balik dari pelanggan, dan membangun komitmen.  
4.2 	Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Divisi Programing Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yang berlokas di Jl. Raya Soreang Km. 17 Kabupaten Bandung, dengan judul ” “Prosedur Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Pada Divisi Programing Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung”, pada dasarnya sudah cukup baik karena prosedur Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Adapaun saran yang penulis sampaikan dimaksudkan untuk menjadi sumbangan pemikiran supaya lebih baik dari sebelumnya. Saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan dalam prosedur Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) harus dapat mempertahankan yang sudah ada, dan lebih ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan pemerintah;
2. Diharapkan keterlibatan dan peran para aparat maupun masyarakat dalam Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) agar dapat dipertahankan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan pemerintah. Dan meningkatkan kualitas para aparatur agar lebih sesuai dengan keahlian dalam bidang perizinan guna mendukung dalam prosedur Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal;
3. Pengadaaan sarana dan prasarana yang memadai dalam Pemberian Izin Usaha Industri (IUI), perubahan birokrasi serta peningkatan komitmen dari instansi merupakan hal yang patut untuk diperhatikan guna mendapat umpan balik dari masyarakat sehingga masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diberikan dan intansi pun merasa tujuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan dengan baik.  



